
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 29 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNANORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN

PENANAMANMODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa

perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas

Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung:

b. bahwa dalam rangka meningkatkan sfekrifitas

dan efisiensi Organisasi Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur

pelaksana, dirasa perlu untuk merubah Struktur

Organisasi dan Tata Kerja-nya,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebugaimana

dimaksud dalam hmuf adan b diatas perlu

menetapkan Peraturan Daeran tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi,

Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman

Modal:
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Mengingat

U
d

Undang-Undang Nomor !2 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor

25),

L

Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 tentang

Penanaman Asing (Lembaran Negara Tahun

1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2818),

2

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang

Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun

1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3193),

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang

Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3214):

4

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustria ( Lembaran Negara Tahun 1984

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3274),

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian,
6

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Usaha Kecil ( Lembaran Negara Tahan 1995

Nomov 74, Tambahan Lembaran NegaraNomor

3611:
|

1.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang8
Perlindunga Konsumen,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839),
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10.

li.

12,

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun

1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3848).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 teatang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,

Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten

Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348):

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten

Daerah Tingkat IT Sawahlunto/Sijunjung dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 50),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor $4

Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor

3952),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daer
ah

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14),

Keputusan Presidea Nomor 44 Tahun 1999

tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan dan Rentuk Rancangan

Undang-undang, . Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomar 79),
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Dengan persetujuan

DFWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN DAN PENANAMAN
MODAL

—

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang diraaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sawahtunto/Sijunjung:

2. Pemerintah Deserah adalah Pemerintah Kabupaten

Sawahlunto/Sijunjung,
Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung,
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung:
Sekrctariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

Sawahjunto/ Sijunjung,
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten

Sawah!unto/ Sijunjung:
-

7. Diuas Koperasi, Perindustien, Perdacangan dan Penanaman

Modal adalah Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan

Penanaman Modal Kabunaten Sawahlunto/Sijunjung:

8 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Kabupaten Sawakilunto/Sijunjung.

ap
u
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BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS BAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi,
perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

mempunyai tugas melaksanakan desentralisasi dibidang koperasi,
perindustrian, perdagangan dan penanaman modal. .

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas

Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi:
2. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian,

perdagangan dan penanaman modal, -

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum koperasi,

perindustrian, perdagangan dan penanaman modal,
c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang

koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal:
d.

'
pengelolaan urusan ketatauszhaan Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan terdiri dari:
a. Bagian Tata Usaha,
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(2

(3)

0)

2)

Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah:

Bidang Perindustrian.

Bidang Perdagangan.
Bidang Penanaman Modal,
Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).

E- Kelompok Jabatan Fungsional.

b.

d

£

Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan

umum,

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tuwas sebugaimana dimaksud Pasal 6, Basian

Tata Lisaha meryelenggarakan fungsi :

pelaksanaan perubinaan organisasi dan tata laksana:

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian,

pelaksanaan pengelolaan admiaistrasi keuangan,

pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat

menyurat dan kearsipan.

b

d.
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Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

(2)

»)

(2)

W

@)

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

mengumpulkan, analisis dan penyajian data statistik, urusan surat

menyurat serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata

Taksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian:

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

mengumpulkan dan merumuskan rencana dan program,

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan

bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja

dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran
dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Kedua
Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasat 10

Bidarg Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai

tugas pelaksanaan senyiapan rencana dan program bahar

perumusan dan penjabaran kebijaksanaan, bimbingan

pemberdayaan koperasi, kelembagaan dan fasilitasi pembiayaan,

Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang

Koperasi, Pengusaha Kecil d
an Menengah menyelenggarakan fungsi :

a

b.

»)

2)

(1)

(2)

penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran

kebijaksanaan teknis dan pemberdayaan koperasi:

penyiapan rencana dan program proses pendirian dan

pembubaran, program penyuluhan dan pendidikan koperasi di

bidang kelembagaan koperasi,

pengelofaan dan pembinaan tenaga penyuluh koperasi / konsultan

koperasi, usaha kecil dan menengah,

penyiapan rencana di bidang fasilitasi pembiayaan koperasi.

Pasal 12

Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil danMenengah terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi, Pengusaha
Kecil dan -

Menengah:
b. Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan

Menengah. mempunyai tugas menyusun rencana dan program,

menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaaa

tekmis dan bimbingan usaha koperasi, pengusaha kecil dan

menengah serta mengelola dan merabina tenaga penyuluh

lapangan / konsultan koperasi, usaha kecil dan menengah:

Seksi Kelembagaan dan Fasilitas: Pembiayaan mempunyai tugas

melaksanakan pcayiapan rencana dan program proses pendirian

dan pembubaran koperasi, penyuluhan dan pendidikan koperasi di

bidang kelembagaan koperasi, penyiapan bahan perumusan dan

136



penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang

fasilitasi pembiayaan

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian

Pasat 14

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan

pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi,

peningkatan kerja sama dalam pemaniauan seria evaluasi

pelaksanaan kebijaksanaan teknis industri,

(2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang

Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan

pabrik atau proyek, pemilikan dan penggunaan mesin/peralatan,

bahan baku dan bahan penolong di bidang industri sert analisa

data, memantau dar, menyusun laporan dalam menyiapkan urusan

perizinan industri logam, mesin, kimia Jan aneka:

b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, penanaman

modal, pemanfaatan fasilitas usaha, cara penggunaar bahan baku

dan bahan penolong, pencegahan pencemaran serta urusan

perizinan industri hasil pertamar dan kehutsnan.

Pasal 16

(1) Bidang Perindustrian terdiri dari :

.

a, Seksi industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka,

b. Seksi Industri Hasil Pertanian danKuli.
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(2)

(1)

2)

G)

193)

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (!), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pasal 17

Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai tugas

penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan

pabrik atau proyek, pemilikan dan penggunaan mesin'/peralatan,

bahan baku dan bahan penolong di bidang indusin seria analisa

data, memantau dan menyusun laporan dalam menyiapkan urusan

perizinan industri logam, mesin, kimia dan aneka:

K

Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kulit mempunyai tugas

Penyiapan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, pensnam
an

modal, pemanfaatan fasilitas usaha, cara penggunaan bahan baku

dan bahan penilong, pencegahan pencernaan serta urusan

perizinan industri hasil pertanian dan kehutanan.

Bagian Keempat

Bidang Perdagangan

Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunyai tugas penyiapan pemberian

bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan

dan pengembangan sarana usaha peningkatan kerja sama dan

pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan
teknis di

bidang perdagangan dal
am negeri dan pembinaan pemasaran:

Bidang Perdazangan dipimpin o'eh seorang Kenzla Bidang yang

berada di bawak dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasai 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang

Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

3. penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan

kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan,
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(»)

2

@)

(2

distribusi, pembinaan pemasaran, promosi serta pemantauan dan

evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dalam negeri:

pemantauan, mengawasasi dan mermifasiltasi pelaksanaan.

perlindungan konsumen.
b

Pasal 20

Bidang Perdagangan terdiri dari :

a. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri, Promosi dan

Pemasaran,
|

b. Seksi Perlindungan Konsumen.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri, Promosi dan Pemasaran

mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan teknis

terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan

pengembangan usaha perdagangan, distribusi, serta pemantauan

dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dalam negeri,

pelaksanaan kebijaksanaan pembinaaa dan pengembangan

pemasaran dan promosi produksi daerah,

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas memantau,

mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan

konsumen,

Bagian Kelima
Bidang PenanamanMedal-

Pasal 22

(l) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pemberian bimbingan iekns pelaksauaan

kebijaksanaan penanaman modal,
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(2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks:d Pasa! 22, Bidang

PenanamanModal menyelenggarakan fungsi :

|

3. pembinaan teknis dan pelayanan umum di bidang penanaman

modal,
b. pemberian perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Pasal 24

(1) Bidang PenanamanModal terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Promosi:

b. Seksi Perizinan dan Pengendalian PenanamanModal.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 25

(1) Seks: Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan

pendataan investasi, gnalisis investasi, penyusunan

pengembangan potensi daerah, promosi didalam dan luar negeri,

(2) Seksi Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai

tugas melaksanakan aplikasi investasi, pelayanan investasi,

pemberian izin usaha tetap dan izin kerja tenaga asing,

pengendalian, pembinaan, evaluasi d
an pelaporan.
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Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

(L) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis
operasional Dinas:

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai
tugas melakukan kegiatan teknis di bidang kcahlian masing-
masing:

—'

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini dipimpin oleh scorang Tenaga Fungsional Senior selaku
ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas

yang bersangkutan.
'

BAR IV
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kenalu
Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kcpala Unit Pelaksana
Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam. lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas
masing-masing.
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BABY
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON

Pasal 29

(1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan
Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

(2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku:

(3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Susunan
Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkuugan danPenanaman
Moda! Kabupaten Sawahwnta/Sijunjung dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.
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Pasai 32

Peratwan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap arang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Paraiuran Dacrah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN
Diundangkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal 23 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,
Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIJUNJUNG TARUN 2004 NOMOR: 29
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